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BAB III 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan:  

1. Pihak Bosche memberikan fasilitas perlindungan (keamanan) berupa 

security untuk menjaga acara atau event dari awal hingga selesai, kadang 

pihak penari juga membawa sendiri keamanan yang pada saat memasuki 

ruang ganti hingga show selesai. Fasilitas keamanan tersebut menurut para 

penari (dancer) belum maksimal dalam menjaga dan mengantisipasi 

terjadinya pelanggaran kesusilaan, serta faktor terjadinya pelanggaran 

disebabkan oleh minum-minuman beralkohol. 

2. Hambatan-hambatan dalam penyediaan fasilitas perlindungan bagi penari 

(dancer) café di Bosche VVIP Club berupa:  

 a. Faktor perlindungan terhadap penari (dancer) sering dibiarkan oleh 

pihak Bosche pada saat bekerja/show berlangsung dan dianggap hal 

yang biasa jika terjadi pelanggaran oleh pengunjung yang mabuk atau 

iseng. 

 b. Kurangnya kesadaran dalam memberikan perlindungan dan keamanan 

kepada penari (dancer) café oleh pihak Bosche dari pelanggaran 

kesusilaan dan kurangnya pagar pembatas untuk penari dari ruang ganti 

menuju panggung. 
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 c. Penari menganggap bahwa laporan yang disampaikan kepada pihak 

Bosche yang berkaitan dengan profesinya dianggap tidak profesional 

dan bisa membahayakan kondisi serta kualitas dari Bosche tersebut 

 
B. Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian Pelanggaran Terhadap 

Wanita Penari Café Terhadap Pelanggaran Kesusilaan antara lain : 

1. Bagi Pengelola Café 

Lebih memperhatikan keamanan dan perlindungan terhadap pekerja 

perempuan khususnya penari (dancer) café dari pelanggaran kesusilaan 

yang terjadi dengan menambah keamanan (security), serta memberi 

jarak/pagar pada panggung atau stage antara penari (dancer) dengan 

pengunjung café. 

2. Bagi Penari (dancer) 

Penari (dancer) di sini mempunyai prinsip u can see but can’t touch. Hal 

ini berkaitan dengan prinsip yang diterapkan maka penari tidak dapat 

disalahkan, sebab mereka hanya menjalankan profesi sebagai penari 

(dancer) dengan pakaian/kostum yang memang menyesuaikan tempat dan 

acara. Oleh sebab itu, apabila terjadi pelanggaran kesusilaan penari 

(dancer) harus melaporkan atau mengadukan pada keamanan maupun 

pengelola café.  

3. Bagi Masyarakat Umum 

Sebaiknya masyarakat awam tidak memandang profesi penari (dancer) 

dengan sebelah mata, hanya karena sering menggunakan pakaian yang 
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mengundang hal-hal yang negatif dan menunjukan gerakan-gerakan yang 

membuat mata dan batin bergejolak. Namun, ubahlah pandangan ini, 

hormati dan hargailah profesi mereka sabagai penari (dancer). 
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